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BAB III 

 

 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

Praktik gadai yang dilakukan oleh konter handphone merupakan salah satu 

bentuk praktik gadai informal menunjukkan adanya kesenjangan signifikan 

antara perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada debitur dengan 

realitas yang terjadi di lapangan. Tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak 

konter handphone dengan cara menjual handphone yang dijadikan sebagai 

jaminan kepada pihak lain tidak memberikan perlindungan hukum yang 

memadai bagi debitur. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan penjualan 

tersebut, pihak konter tidak mengembalikan sisa hasil penjualan setelah 

dikurangi jumlah utang beserta bunganya. Tindakan tersebut bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, yang secara tegas mengatur bahwa kreditur 

wajib mengembalikan sisa hasil penjualan jaminan kepada debitur apabila 

terdapat kelebihan dari hasil penjualan tersebut. Selain itu tindakan tersebut 

juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang  Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
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Konsumen, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai 

dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 

Tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak konter handphone 

merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum. Hal ini merujuk pada 

ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 

2024 tentang Pergadaian, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang 

menjalankan usaha gadai wajib memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa 

Keuangan. Sementara itu, berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa keempat 

konter handphone yang bersangkutan melaksanakan kegiatan gadai tanpa 

memiliki izin usaha sebagaimana dipersyaratkan. Oleh karena itu, tindakan 

eksekusi terhadap barang jaminan berupa handphone yang dilakukan oleh 

keempat konter tersebut tidak dapat dinyatakan sah secara hukum, karena tidak 

memiliki dasar legalitas yang memberikan kewenangan untuk 

menyelenggarakan kegiatan gadai. 

 

 

B. SARAN 

 

Saran yang dapat penulis berikan kepada masyarakat adalah agar dalam 

melakukan praktik gadai untuk memperoleh pinjaman, sebaiknya memilih 

lembaga keuangan yang telah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa 

Keuangan  (OJK)   selaku   lembaga   yang   berwenang   mengawasi 
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penyelenggaraan usaha gadai. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang 

melakukan gadai mendapatkan perlindungan hukum yang baik, maksimal, 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

Saran yang dapat penulis berikan kepada pihak konter handphone 

adalah dalam menjalankan layanan gadai handphone, sebaiknya memiliki 

perizinan yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, 

yang menyatakan bahwa setiap pihak yang menyelenggarakan usaha gadai 

wajib memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan 

memiliki izin resmi tersebut, konter handphone akan memperoleh legalitas 

formal untuk menjalankan praktik gadai, sehingga kegiatan usaha yang 

dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan jaminan 

kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Di samping itu, 

kepatuhan terhadap regulasi ini juga akan membangun kepercayaan 

masyarakat serta mencegah timbulnya sengketa atau permasalahan hukum di 

kemudian hari akibat praktik gadai ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Saran yang dapat penulis berikan kepada pemerintah terkhusus kepada 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu memperkuat pengawasan dan 

penegakan hukum terhadap praktik usaha gadai ilegal yang dijalankan oleh 

pelaku usaha lainnya. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada lembaga 

pergadaian formal, tetapi juga diperluas hingga pelaku usaha non formal 
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yang menjalankan praktik gadai secara terselubung tanpa izin resmi. Selain 

itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya penindakan secara tegas terhadap 

pelaku usaha gadai ilegal melalui pemberian sanksi administratif maupun 

sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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